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Hak untuk hidup merupakan hak mendasar tanpa mengetahui dan melihat latar
belakang manusia tersebut sehingga bersifat non derogable rights. Timbul
perdebatan yang cukup alot di kalangan masyarakat, yang mempertanyakan apakah
pemberlakuan hukuman mati melanggar HAM atau tidak? Bagi kaum abolisionis
mengemukakan bahwa segala bentuk hukuman yang merendahkan harkat dan
martabat manusia bertentangan dengan HAM, apalagi hukuman mati. Sedangkan
bagi kaum retentionis berpendapat sebaliknya. Di Indonesia, tetap memberlakukan
hukuman mati dengan adanya penundaan (moratorium) terlebih dahulu selama
sepuluh tahun, sebagaimana termaktub dalam Pasal 100 KUHP yang baru.
Moratorium tersebut merupakan kesempatan bagi terpidana untuk memperbaiki diri
sebelum hukuman dijalankan. Maka dalam penelitian ini menkerucut pada dua
pertanyaan penelitian yaitu bagaimana norma hukum terkait moratorium hukuman
mati dan bagaimana pandangan hak asasi manusia terhadap moratorium hukuman
mati. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan teknik
pengumpulan data melalui studi pustaka dan di analisis menggunakan metode
kualitatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa norma hukum terkait moratorium
hukuman mati pada Pasal 100 UU Nomor 1 Tahun 2023 yaitu dengan masa tunggu
eksekusi hukuman mati dengan mempertimbangkan perilaku terpidana dan
perubahan hukuman jika terpidana berkelakuan baik selama masa tunggu eksekusi.
Sementara itu, Moratorium hukuman mati sejalan dengan konsep HAM karena hak
hidup adalah hak non-derogable. Resolusi PBB 2007 tentang moratorium didukung
mayoritas negara, sejalan dengan DUHAM Pasal 3 dan ICCPR Pasal 6, serta
mempertimbangkan kearifan lokal tiap negara. Namun dalam Islam, gishas masih
harus diterapkan karena untuk memutus dendam antara pelaku kejahatan dan
korban atau keluarga korban sehingga tidak ada yang mengulangi kejahatan yang
sama. Maka dari itu, diperlukan penjelasan lebih lanjut mengenai moratorium serta
mekanisme penerapannya serta pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi
moratorium hukuman mati menjadi hal yang penting.
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